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PENUTUP
5.1 Kesimpulan

Mangaku induak merupakan salah satu tradisi yang dilakukan sebelum
melakukan pernikahan di Nagari Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar dan
menjadi syarat jika ingin menikah, yang mana hal tersebut tidak ada diatur
didalam nash. Berdasarkan hasil uraian yang telah dikemukakan pada
pembahasan sebelumnya, maka di dalam bab penutup ini dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang tradisi mangaku induak adalah muncul karena adanya
kekosongan adat yang harus diisi oleh laki-laki pendatang dikarenakan
jika dia menikah dengan perempuan padang ganting maka ia juga harus
memilik suku disana, dengan syarat berbeda dengan suku calon istrinya.
Dengan cara apa? Yaitu dengan melakukan tradisi mangaku induak. Untuk
apa suku tersebut? Supaya dia memiliki keluarga, memiliki saudara
sekaligus memiliki niniak mamak disana, supaya ada yang mengurus dan
membantu segala urusan adatnya disana pentingnya peran niniak mamak
dalam semua aspek adat diminangkabau, tidak adanya niniak mamak
pihak laki-laki pendatang yang menikah dengan perempuan asli dari
Padang Ganting sehingga dengan tidak adanya niniak mamak pihak laki-
laki tersebut, tidak ada yang membantunya dalam menyelesaikan suatu
masalah maka sulit baginya untuk berbaur dengan masyarakat adat
disana. Untuk itu disepakati oleh para pemimpin suku di Nagari Padang
Ganting jika ada laki-laki pendatang yang berasal dari luar Padang Ganting
yang ingin menikahi perempuan yang berasal dari Padang Ganting perlu
untuk mangaku mamak atau mangaku induak terlebih dahulu.

2. Akibat hukum yang ditimbulkan dari tradisi mangaku induak ini adalah
seseorang yang mangaku mamak kedalam suatu kaum akan diakui oleh

niniak mamak dan juga masyarakat kaum sebagai bagian dari mereka,
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meskipun secara aturan mereka diakui oleh pemerintahan namun jika
tidak mangaku induak maka tidak dianggap oleh masyarakat kaum, “indak
akan dibaok sahilia samudiak” artinya tidak akan diikutsertakan dalam
acara adat apapun. Kemudian bagi yang mangaku induak dengan
memotong sapi akan diberikan harta berupa “Tanah sapadangauan,
karambia sapanggulaian dan sawah satampang baniah” yang diambil dari
harta pusaka kaum yang ada di taratak. Kemudian juga seseorang yang
mangaku induak memiliki dua suku yaitu suku asli yang didapat dari ibu
kandungnya dan juga suku yang didapat di kampung istrinya dari
mangaku induak tadi, keduanya berlaku ditempatnya masing-masing.
Suku dari ibu kandung berlaku dikampung halamannya dan suku dari
mangaku induak tadi berlaku di kampung istrinya. Dan dikampung
istrinya dia terlibat dalam semua acara adat yang dilakukan disana, dia
akan diberi beban selayaknya orang yang berada disana.

Ditinjau dari perspektif ‘urf tradisi mangaku induak ini dapat dikatakan
sebagai ‘urf dikarenakan adat ini sudah menjadi tradisi oleh masyarakat
yang sudah diwariskan secara turun temurun yang sudah melekat dan
menjadi sebuah hukum yang harus dipatuhi oleh setiap masyarakat. Jika
dilihat dari segi kuantitasnya mangaku induak termasuk ke dalam ‘urf am
karena berlaku di beberapa daerah tetapi dengan istilah dan pelaksanaan
yang berbeda, kemudian jika dilihat dari segi sifatnya ini termasuk ke
dalam ‘urf ‘amaly karena merupakan kebiasaan yang berupa suatu
perbuatan.Jika dilihat dari segi keabsahannya maka mangaku induak
termasuk ke dalam ‘urf sahih, atau ‘urf yang benar dan dibenarkan
pemakaiannya. Hal ini didukung oleh adanya nilai-nilai yang terkandung
di dalam tradisi tersebut yang sejalan dengan prinsip dan anjuran syariat
[slam, yaitunya mempererat silaturahmi, memperkuat tali persaudaraan
atau ukhuwah Islamiyyah, dan menambah keakraban dan keharmonisan

dalam hidup dan kehidupan masyarakat setempat.
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5.2 Saran-Saran
Pada akhir pembahasan ini terdapat beberapa saran yaitu:

1. Kepada setiap laki-laki pendatang yang ingin menikah dengan perempuan
di Nagari Padang Ganting hendaknya melakukan tradisi mangaku induak
terlebih dahulu, meskipun tidak ada nash mengatakan hal tersebut, tetapi
tradisi tersebut termasuk kedalam ‘urf'yang sahih. demi kelancaran hidup
bermasyarakat di sana.

2. Kepada setiap masyarakat yang berada di Nagari Padang Ganting
hendaknya memberi ruang sebesar-sebesarnya bagi para pendatang, agar
tidak mempersulit setiap pendatang yang ingin menikah dan menetap di
sana, dan juga mempertahankan adat tradisi mangaku induak dan tradisi-

tradisi lain yang ada di sana.
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